MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR | TAHUN 2025
TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, perlu disusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu 5
(lima) tahun;

bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, rincian
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun disusun
berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit
organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan
jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk setiap
jenjang jabatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat tentang Peta Jabatan di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat ...



Mengingat

1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 342);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  MENTERI KOORDINATOR  BIDANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PETA JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri

dari:

a. Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kementerian
Koordinator;

b. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan
Pekerja Migran;

c. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,;

d. Peta Jabatan di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,
dan Daerah Tertentu;

e. Peta Jabatan di Lingkungan Inspektorat;
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU memuat susunan nama dan
tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan
jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan
yang paling tinggi, yang terdiri atas:

a. nama jabatan;

b. kelas jabatan

c. persediaan pegawai; dan

d. kebutuhan pegawai

Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator

Pemberdayaan Masyarakat menjadi pedoman dalam

pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara, antara

lain:

a. penyusunan formasi pegawai;

b. pengadaan...
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b. pengadaan pegawai;
c. pengangkatan dalam jabatan; dan
d. perencanaan karier.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

S

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR ﬂ
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b. pengadaan pegawai;
c. pengangkatan dalam jabatan; dan
d. perencanaan karier.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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PETA JABATAN

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEKUATAN PEGAWAI

IV/e: 1I/d: i/d: 1/d:

Iv/d: Il/c: Il/c: I/c:
W/ic: 1ij/b: I/b: I/b:
IV/b: IIl/a: II/a: I/a:

Sokretariat Kemenko Pemberdayaan Masyarakat

BEBAN KERJA

- Renstra Kementerian Keordinator Bidang Pembedayaan Masyarakat

- Renstra Unit Organisasi
- Renja Unit Organisasi

- Laporan Reformasi Birokrasi ementerian Koordinator Bidang Pembedayaan

Masyarakat
IV/a: Kelas 17 - Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembedayaan Masyarakat
ORANG PEGAWAI TERDIRI DARI - Laporan Program Kegiatan Unit Organisasi
Es.l: Eslll: JFT: - Laporan Tahunan Unit Organisasi
Es.Il: BEsIIV: JFU: - Laporan BMN Kementerian Koordinator Bidang Pembedayaan Masyarakat
Biro Manajemen Kinerja Biro Hukum, Organisasi, aro K"‘"I “Mr :‘“ Biro Kouangan, Sumber Daya
dan Kerjesama dan Persidangan “”g‘ 1 an Manusia dan Umum
Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15
| | —
Jabatan Fungsional dan Bagian Rumah Tangga Baglan protokel dan Tata Usaha
Bagian Manajemen Kinerja Bagian Persidangan jabatan Pelal dan P laan Pimpt
Kelas 13 Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15
—— — Sub Bagian Fasilitasi Sub Baglan Urusan
Jabatan Fungsional dan Sub Bagian Protokol
jab Pelak Penyiapan Bahan Persidangan Dalam
Kelas 10 Kelas 10 Kelas 10
Sub Baglan Risalah dan Sub Bagian Tata Usaha
— Dokumentasi Persidangan Menteri Koordinator
Kelas 10 Kelas 10
Sub Bagian Tata Usaha
Jabatan Fungsional dan Sckrotaris Kemonterian
jabatan Pelaksana Koordinator dan Staf Ahli
Kelas 10
Jabatan Fungaional dan
Kelompok Jabatan Fungsional -] jabatan Pelaksana
Perencana Utama
Analis Kerjasama Utama
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PETA JABATAN
BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJASAMA

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama

Kelas 15

Kepala Bagian Manajemen Kinerja

Kelas 13

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana |KLS K|S
Perencana Ahli Muda 110
Perencana Ahli Pertama 2|0
Pengolah Data dan Informasi 1

1

Pengadministrasi Perkantoran

Penata Kelola Hukum dan PerUndang-
undangan

Kelompok Jabatan Fungsional |KLS| B

Dokumentalis Hukum

Perencana Madya

Penata Layanan Operasional

Perencana Muda

Pengelola Layanan Operasional

Perencana Pertama

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Analis Anggaran Madya

Analis Anggaran Muda

Analis Anggaran Pertama

Analis Kerjasama Madya

Analis Kerjasama Muda

Analis Kerjasama Pertama

Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Muda

= WIN=WIN] =W =R

Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Pertama

N




PETA JABATAN
BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN PERSIDANGAN

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan

Kelas 15
Kepala Bagian Persidangan
Kelas 13
Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan
Bahan Persidangan
Kelas 10
Jabatan Pelaksana KLS|B| K
Pengolah Data dan Informasi 3
Penata Layanan Operasional 3
Kepala Subbagian Risalah dan
Dokumentasi Persidangan
Kelas 10
Jabatan Pelaksana KLS|B| K
Pengolah Data dan Informasi 1
Penata Layanan Operasional 1
Penata Kelola Hukum dan 2
Dokumentalis Hukum 2
Jabatan Fungsional KIS|iB| K
Perancang Perundang- 2
undangan Muda
Perancang Perundang- 3
undangan Pertama
Analis Hukum Muda 2
Analis Hukum Pertama 3
Arsiparis Pertama 1
Kelompok Jabatan Fungsional [KILS|B| K|S
Perancang Perundang-undangan
Madya
Analis Hukum Madya 2
Pranata Humas Madya 1
Pranata Humas Muda 2
Pranata Humas Pertama 3
Analis Kebijakan Madya 1
Analis Kebijakan Ahli Muda 1
Analis Kebijakan Ahli Pertama 1
Pustakawan Muda 1
Pustakawan Pertama 2




PETA JABATAN

BIRO KOMUNIKASI, DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Kepala Biro Komunikasi dan
Pengelolaan Data dan
Informasi

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

Pranata Komputer Madya

Pranata Komputer Muda

Pranata Komputer Pertama

Statistisi Madya

Statistisi Muda

Statistisi Pertama

WIN|—|P,|WIN] R

Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional

NININ| R




PETA JABATAN

KEPALA BIRO KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN UMUM

Kopala Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum

Kelas 15

I

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan

Kepala Bagian Protokol dan Tata usaha Pimpinan

Kelas 13

Kepala Subbagian Urusan Dalam

Kelas 10

Nama Jabatan

KLS| B

Pengelola Umum Operasional

N =R

Pengelola Layanan Operasional

Pengadministrasi Perkantoran

—

Pengelola Umum Operasional

Kelompok Jabatan Fungsional llﬂs’ B{K|S

Pengelola pengadaan
Barang/Jasa Ahli Madya

Pengelola pengadaan
Barang/Jasa Ahli Muda

Pengelola pengadaan
Barang/Jasa Ahli Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Penata Laksana Barang

NIN| et N

Kelas 13
Kepala Subbagian Protokol
Kelas 10

Nama Jabatan KLS|B| K|S
Pengedministrasi Perkantoran 1
Pengelola Layanan Operasional 1
Pengelola Umum Operasional

keprotokolan 1

Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri

Koordinator
Kelas 10
Nama Jabatan KLS|B| K|S
Pengelola Layanan Operasional 1
Data Arsip Surat
Pengadministrasi Perkantoran 1

Kepala Subbagian Tata Usaha Seskemenko

dan Staf Ahli
Kelas 10
Nama Jabatan KLS|B| K|S
Pengelola Layanan Operasional 2
Data Arsip Surat
Pengadministrasi Perkantoran 2

Kelompok Jabatan Fungsional |KLS|B| K|S

Arsiparis Madya 1

Arsiparis Muda 1

Arsiparis Pertama 2

Kelompok Jabatan FungsionalKLS|B

Analis SDM Aparatur Madya

Analis SDM Aparatur Muda

Analis SDM Aparatur Pertamgd

WIN =R

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Madya

—

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Muda

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Pertama

[Pranata Keuangan APBN
Penvelia

Pranata Keuangan APBN
Mahir

Perencana Madya

Perencana Muda

Arsiparis Madya

Arsiparis Muda

N =] Nf=] W N




KEKUATAN PEGAWAI

PETA JABATAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

BEBAN KERJA

IV/e: 1Ijd: 1I/d: I/d: - Renstra Unit Organisasi

Iv/d: 1Ii/c: IT/c: I/c: - Rencana program dan anggaran

IV/e: 1I/b: 1I/b: I/b: - Kebijakan KSP Bidang Koordinasi Peningkatan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan

IV/b: IiI/a: II/a: I/a: Deputi Bid Koordinasi Pemberda: Ekonomi - Rekomendasi KSP Bxd‘ang Koordmazl Peningkatan

t dan Perlind Pekerjsa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Masyaraka ungan Migran Perlindungan Pekerja Migran

IV/a: Kelas 17 - Laporan KSP Bidang Koordinasi Peningkatan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
ORANG PEGAWAI TERDIRI DARI - Laporan pelaksanaan kegiatan
Es.l: EslIll: JFT: - Lakip Unit Organisasi
EsIl: EslIIV: JFU:
Asist Asisten Deputi Asist Asisten Deputi
Asisten Deputi Pengembangan n Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Deputi Penempatan dan
Usaha Masyarakat Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah serta Pengembangan Ekonomi Perlindungan Pekerja
Masyarakat Koperagl Kreatif dan Kewirausahaan Migran
Hoperagl |
Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Bagian Tata Usaha
Kelas 13
Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana
Jabatan Fungsional KLIS|B| K |8

Analis Kebijaken Utama
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Asisten Deputi Pengembangan Usaha Masyarakat

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS| B

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pengembang Kewirausahaan Muda

Pengembang Kewirausahaan Pertama

NIRIWOIN[=IWIN]—R

Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

N
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PEMASARAN USAHA MASYARAKAT

Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pengembang Kewirausahaan Muda

Pengembang Kewirausahaan Pertama

NI=WIN[~=]WIN|—]|R

Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

NINIR




ASISTEN DEPUTI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

-14 -

PETA JABATAN

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah serta Koperasi

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS

Kelompok Jabatan Pelaksana

Analis Kebijakan Madya

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Analis Kebijakan Muda

Pengolah Data dan Informasi

Analis Kebijakan Pertama

NIN[R

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pengembang Kewirausahaan Pertama

Pengawas Koperasi Muda

Pengawas Koperasi Pertama

=== lWIN = |WIN~|R
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PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi
Kreatif dan Kewirausahaan

Kelas 15

|

Kelompok Jabatan Fungsional KLS| B S Kelompok Jabatan Pelaksana

Analis Kebijakan Madya Penelaah Teknis Kebijakan

N

Analis Kebijakan Muda Pengolah Data dan Informasi

N

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pengembang Kewirausahaan Pertama

=IO~ WIN-]R

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif Muda

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi 1
Kreatif Pertama
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PETA JABATAN
ASISTEN DEPUTI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Asisten Deputi Penempatan dan
Perlindungan Pekerja Migran

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional KLS | B S Kelompok Jabatan Pelaksana

Analis Kebijakan Madya Penelaah Teknis Kebijakan

Analis Kebijakan Muda Pengolah Data dan Informasi

NN IR

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pekerja Sosial Muda

Pekerja Sosial Pertama

Penyuluh Sosial Muda

= = W] =] W N =R

Penyuluh Sosial Pertama
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PETA JABATAN
BAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN

Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Perlindungan Pekerja Migran
Kelas 13

|

Kelompok Jabatan Fungsional KLS| B S Kelompok Jabatan Pelaksana KLS| B

Perencana Pertama Pengolah Data dan Informasi

Analis Anggaran Pertama Pengadministrasi Perkantoran

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama Penata Kelola Hukum dan PerUndang-undangan

Pranata Keuangan APBN Penyelia Dokumentalis Hukum

Analis SDM Aparatur Pertama Penata Layanan Operasional

el I R N R o

Arsiparis Pertama Pengelola Layanan Operasional Kehumasan

= s e e [

|Pranata Komputer Pertama




KEKUATAN PEGAWAL

IV/e: III/d: 1Ijd: I/d:
wv/d: Ijc: Ii/c: I/c:
IV/c: MI/b: 1I/b: I/b:
IV/b: IlI/a: II/a: I/a:

IV/a:
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PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial

BEBAN KERJA
- Renstra Unit Organisasi
- Rencana program dan anggaran
- Kebijakan KSP Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
- Rekomendasi KSP Bidang koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
- Laporan KSP Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial

ORANG PEGAWAI TERDIRI DARI - Laporan pelaksanaan kegiatan
Esl: EsIll: JFT: - Lakip Unit Organisasi
EsIl: EsIIV: JFU:
Asisten Deputi Perlindungan Asisten Deputi Jaminan Asisten Deputi Kt:n Dep“m;l ;P gl ttan Ret tenl “"Depn“i:in
dan Bantuan Sosial Sosial Pemberdayaan Sosial Berkelanjutan Aksesibiltas Sosial
Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Bagian Tata Usaha
Kelas 13
Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan
jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana Jjabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana
Jabatan Fungsional KIS|B| K |8

Analis Kebijakan Utama
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL

Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pekerja Sosial Muda

Pekerja Sosial Pertama

Penyuluh Sosial Pertama

= =WOIN =W —~=]R

Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

NN R
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI JAMINAN SOSIAL

Asisten Deputi Jaminan Sosial

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan Madya

Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Analis Kebijakan Muda

Penelaah Teknis Kebijakan

N

Analis Kebijakan Pertama

Pengolah Data dan Informasi

N

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pekerja Sosial Muda

Pekerja Sosial Pertama

Penyuluh Sosial Pertama

e = WO =W~
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PETA JABATAN
ASISTEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

S Kelompok Jabatan Pelaksana

Analis Kebijakan Madya

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Analis Kebijakan Muda

Pengolah Data dan Informasi

Analis Kebijakan Pertama

NINI|R

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pekerja Sosial Pertama

Penyuluh Sosial Muda

Penyuluh Sosial Pertama

= W= {WIN] =R
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

Kelompok Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pekerja Sosial Pertama

Penyuluh Sosial Muda

Penyuluh Sosial Pertama

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Berkelanjutan
Kelas 15
I

KLS|B| K Kelompok Jabatan Pelaksana KLS[{B(K
1 Penelaah Teknis Kebijakan 2
2 Pengolah Data dan Informasi 2
3
1
2
3
1
1
1
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Berkelanjutan

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pekerja Sosial Pertama

Penyuluh Sosial Muda

Penyuluh Sosial Pertama
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Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI REHABILITASI DAN AKSESIBILTAS SOSIAL

Asisten Deputi Rehabilitasi dan
Aksesibiltas Sosial

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Pekerja Sosial Pertama

Penyuluh Sosial Pertama
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Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi
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PETA JABATAN

BAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kelas 13

I

Kelompok Jabatan Fungsional

Perencana Pertama

Analis Anggaran Pertama

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama

Pranata Keuangan APBN Penyelia

Analis SDM Aparatur Pertama

Arsiparis Pertama

Pranata Komputer Pertama
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Kelompok Jabatan Pelaksana

Pengolah Data dan Informasi

Pengadministrasi Perkantoran

Penata Kelola Hukum dan PerUndang-undangan

Dokumentalis Hukum

Penata Layanan Operasional

Pengelola Layanan Operasional Kehumasan
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PETA JABATAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA, DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU

KEKUATAN PEGAWAI

BEBAN KERJA

IV/je: NIjd: 11/d: I/d: - Renstra Unit Organisasi
v/d: Il/c: II/c: I/c: - Rencana program dan anggaran
IV/e: 1I/b: 1I/b: I/b: - Kebijakan KSP Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
IV/b: Ill/a: Il/a: I/a: Deputi Bidang Koordinasi Pemberda; Masyarakat Desa, - Rekomendasi KSP Bidang Koordinasi
D h Te dan Dae’ rah Tertentu Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
geal, Tertinggal, dan Daerah Tertentu
IV/a: Kelas 17 - Laporan KSP Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
ORANG PEGAWAI TERDIRI DARI - Laporan pelaksanean kegiatan
Esl:  Eslll: JFT: - Lakip Unit Organisasi
Es.ll: EsIIV: JFU:
Asisten Deputi Asisten Deputi
Asisﬂex;anepu t Pe;muberdas & Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Asisrten I()lepu;l rl:etahannn
asyaraka Daerah Tertinggal Daerah Tertentu an Percesaan
Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Kelas 15 Bagian Tata Usaha
Kelas 13
Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional dan
jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana jabatan Pelaksana
Jabatan Fungsional KIS B| K |8

Analis Kebijakan Utama
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kelas 15

l

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
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Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah

Tertinggal

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
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Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTENTU

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah

Tertentu

Kelas 15

Kelompok Jabatan Fungsional

KLS

Analis Kebijakan Madya

Analis Kebijakan Muda

Analis Kebijakan Pertama

Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
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Kelompok Jabatan Pelaksana

KLS

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi
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PETA JABATAN

ASISTEN DEPUTI KETAHANAN DESA DAN PERDESAAN

Asisten Deputi Ketahanan Desa dan
Perdesaan
Kelas 15
|
Kelompok Jabatan Fungsional KLS| B S Kelompok Jabatan Pelaksana KLS

Analis Kebijakan Madya

Penelagh Teknis Kebijakan

Analis Kebijakan Muda

Pengolah Data dan Informasi

Analis Kebijakan Pertama
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Perencana Madya

Perencana Muda

Perencana Pertama

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
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PETA JABATAN
BAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN DAERAH
TERTENTU

Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Daerah Tertentu
Kelas 13
|
Kelompok Jabatan Fungsional KLS| B S Kelompok Jabatan Pelaksana KLS| B
Perencana Pertama Pengolah Data dan Informasi
Analis Anggaran Pertama Pengadministrasi Perkantoran

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama Penata Kelola Hukum dan PerUndang-undangan

Pranata Keuangan APBN Penyelia Dokumentalis Hukum

Analis SDM Aparatur Pertama Penata Layanan Operasional
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Arsiparis Pertama Pengelola Layanan Operasional Kehumasan
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Pranata Komputer Pertama




PETA JABATAN

INSPEKTORAT
Inspektur
Kelas 15
I
Kepala Bagian Tata Usaha
Kelas 13
Kelompok Jabatan Pelaksana KLS[{B| K
Pengolah Data dan Informasi 1
Pengadministrasi Perkantoran 1
Penata Layanan Operasional 1
Kelompok Jabatan -
Fungsional "
Auditor Utama
Auditor Madya
Auditor Muda

Auditor Pertama

Perencana Madya

Perencana Pertama
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR ﬂ



PETA JABATAN

INSPEKTORAT
Inspektur
Kelas 15
I
Kepala Bagian Tata Usaha
Kelas 13
Kelompok Jabatan Pelaksana KLS|B| K
Pengolah Data dan Informasi 1
Pengadministrasi Perkantoran 1
Penata Layanan Operasional 1
Kelompok Jabatan - K
Fungsional ~
Auditor Utama 1
Auditor Madya 2
Auditor Muda 2
Auditor Pertama 3
Perencana Madya 1
Perencana Pertama 1
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